BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Perlindungan

Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Dengan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat” adalah sebagai

berikut:

1.

Penyebab tingginya tingkat perdagangan orang di Kabupaten Bandung
Barat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan
manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang

tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk.

. Faktor Rendahnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit
keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik
karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak

membutuhkan keahlian

. Faktor Perilaku Konsumtif

Istilah konsumtif biasanya digunakan pada masalah yang

berkaitan perilaku konsumen dalam kehidupan manusia. Salah satu
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gaya hidup konsumen yang cenderung terjadi di dalam masyarakat
adalah gaya hidup yang menganggap materi sebagai sesuatu yang
dapat mendatangkan kepuasan tersendiri, gaya hidup seperti ini dapat
menimbulkan ~ adanya  gejala  konsumtifisme.  sedangkan
konsumtifisme dapat didefinisikan sebagai pola hidup individu atau
masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli atau
menggunakan barang dan jasa yang kurang atau tidak dibutuhkan

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban

kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

a. Upaya Pre-Emtif, berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di
masyarakat sekitar tentang dampak dari kejahatan perdagangan
orang.

b. Upaya Preventif, berupa tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang
bertujuan mengurangi dan menekan jumlah korban kejahatan
perdagangan orang.

c. Upaya Represif, upaya yang dilakukan berupa penerapan sanski
kepada pelaku, kejahatan perdagangan orang sehingga secara tidak
langsung merupakan bentuk perhatian kepada korban

B. Saran
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain

adalah:
1. Pemetaan masalah perdagangan orang, baik untuk tujuan domestik

maupun luar negeri.
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. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif
bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana
pendidikannya.

. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi
seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang
terkait dengannya.

. Perlu diupayakan adanya jaminan aksebilitas bagi keluarga khususnya
perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan,
peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan aktif
memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada
penegak hukum atau pihak yang berwajib. Atau turut serta dalam
menangani  korban. Sebagai pelapor, namanya dilindungi dan
dirahasiakan. Dalam hal ini pemerintah wajib membuka akses seluas-
luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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